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PUTUSAN

Nomor 1065/Pdt.G/2023/PA.Bn
e\ frel g
g i)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Pasar Pedati, 21
Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota
Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Penggugat

Lawan

TERGUGAT, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Sukabumi, 12 April
1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh
Harian, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu
Tengah, Provinsi Bengkulu. Kode Pos. 38371 Namun
sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh
Wilayah Rebuplik Indonesia (Ghaib), Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November
2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor
1065/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 15 November 2023 dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahaan
dengan Tergugat pada hari Minggu, 07 Mei 2017 di hadapan Pegawai
pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa,
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Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan
Akta Nikah Nomor : NOMORpada tanggal 08 Mei 2017;
2. Bahwa sebelum menikah status pernikahan antara Penggugat dan

Tergugat adalah perawan dan jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup
membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat
di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu sampai dengan
berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak:
1) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK NIK, Ilahir di
Bengkulu Tengah, 24 April 2019, umur 4 tahun, pendidikan belum
sekolah;

Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2
tahun, akan tetapi sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran dengan sebab:

> Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak;

> Tergugat terlalu sering bermain game online;

> Tergugat malas bekerja;

> Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat

dan anak;
6. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk
mencari pekerjaan dan menemui sepupu Tergugat di Jakarta, kemudian
keesokan harinya Tergugat mengirim pesan melalui Whatsapp kepada
Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat telah sampai di lokasi kerja.
Akan tetapi 3 hari setelah Terguagt pergi, sepupu Tergugat menelpon
Penggugat dan bertanya mengapa Tergugat belum juga sampai.
Mendengar hal tersebut Penggugat bingung, kemudian Penggugat

menelpon Tergugat akan tetapi nomor telpon Tergugat sudah tidak aktif
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lagi, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orang tua
Penggugat. Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah
rumah selama kurang lebih 3 tahun dan saat ini sudah tidak ada
komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah
dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari
Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia
sebagaimana tujuan pernikahan sudah tidak mungkin terwujud lagi;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat
dengan cara mencari alamat Tergugat tetapi tidak diketahui keberadaan
Tergugat, sesuai Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan Kantor Kepala
Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu
Tengah, Provinsi Bengkulu Nomor : 145/1107/Ps.Pdt/X/2023, tanggal 31
Oktober 2023;

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di
uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan
Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
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sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 1065/Pdt.G/2023/PA.Bn yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan
yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir
untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat #0058#
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh
Penggugat:

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR pada tanggal 08 Mei 2017
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu telah
bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya
oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi

Paraf dan tanda P;

B. Saksi:
1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tahun 2017;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu
Tengah, Provinsi Bengkulu;
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Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, di mana
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa sebelum kepergian Tergugat, antara Penggugat dengan
Tergugat tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saja
sejak 3 (tahun) tahun terakhir, Tergugat sudah tidak pernah lagi terlihat

pulang ke tempat kediaman bersama;.

- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, bahkan Saksi tidak
mengetahui keberadaan Tergugat sekarang di seluruh wilayah

Republik Indonesia;

Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya mencari
keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu
Tengah, Provinsi Bengkulu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun terakhir
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi,

di mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa sebelum kepergian antara Penggugat dengan Tergugat tidak
ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saja sejak 4 (empat)
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tahun terakhir, Tergugat sudah tidak pernah lagi terlihat pulang ke
tempat kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, bahkan Saksi tidak
mengetahui keberadaan Tergugat sekarang di seluruh wilayah
Republik Indonesia;

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya mencari
keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 1065/Pdt.G/2023/PA.Bn yang dibacakan di persidangan, Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana
tersebut dalam posita angka 5 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak
tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan
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hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan pihak
keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini
perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di
atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya
telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa. Penggugat dengan
Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal
07 Mei 2017;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal Pasal 308
dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami istri yang menikah pada 07 Mei 2017 dan telah dikaruniai 1
(satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat disebabkan Tergugat sering bermain game online, Tergugat tidak
perhatian kepada Penggugat dan anak dan Tergugat malas bekerja sehingga
Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak dan
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga)
tahun lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali
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Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil
karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada 07 Mei 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini
terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan
Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan tidak pernah berkumpul
kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mencari keberadaan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan
perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, vyaitu
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat
terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak

menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai karena
Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak
pernah kembali lagi hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun lamanya
sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum

Islam;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Majelis
Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama lebih dari 2 tahun berturut-turut
tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak
ada harapan untuk hidup bersama lagi membina rumah tangganya karena
Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama selama lebih dari 2 tahun
berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah maka jika perkawinan
Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan
yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmahsebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang
didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur’an surat ar-Rum
ayat 21 yang berbunyi:

8355 ST Jazs gd] 158 BlsSl a5l o 450 315 O bl o5
093555 ;0554?@ A3 58 &) 35555

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa

kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir’;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang
telah pisah sekitar 2 tahun tanpa saling mempedulikan seperti demikian
hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang
lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah
kaidah fikih menyatakan:
tllandl > (e pabo awlaoll s

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik

kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan
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Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur
yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan (vide penjelasan pasal) jo Pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan
Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak
meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak
lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya,
bukan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan
perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan
kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya,
Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang
lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi
Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang
termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang

berbunyi:
e g% amban) OIS I Y] an,Se Mol J>i aSHl g Ladl &l
leo Logale ol 85 ,0ll e ol JI5 3

“Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun
mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi
suami atau istri atau bagi keduanya”.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan
berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat
dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada
Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119
ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut
adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan

dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas,
gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan,
maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat
dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya
dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi
Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3
(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak
tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17
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Ramadhan 1445 Hijriah oleh Efidatul Akhyar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis,
Dra. Hj. Nadimah dan Djurna'aini, S.H sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sarmia Riagusni,
S.H., M.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Efidatul Akhyar, S.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nadimah Djurna‘aini, S.H
Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.

Perincian biaya:

1. PNBP Rp60.000,00
2. Proses Rp75.000,00
3. Panggilan Rp100.000,00
4. Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
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